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Penelitian ini dilatarbelakangi oleh maraknya kasus kebocoran data pribadi
bahkan setelah disahkan UU no 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi.
Banyak insiden kasus kebocoran data menunjukkan implementasi dari UU PDP
belum efektif. Salah satu faktornya yaitu belum terbentuknya lembaga sebagaimana
diamanatkan dalam pasal 58-61 UU PDP.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :1). bagaimana urgensi
pembentukan lembaga otoritas perlindungan data pribadi masyarakat Indonesia
dalam pencegahan kebocoran data nasional ? 2). bagaimana urgensi pembentukan
lembaga otoritas perlindungan data pribadi masyarakat Indonesia dalam
pencegahan kebocoran data nasional perspektif hukum positif dan figih siyasah?.

Jenis metode penelitian ini adalah penelitian normatif dengan jenis
pendekatan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan studi kasus. Teknik
pengumpulan pada penelitian ini adalah dengan menggunakan studi dokumen.
Sumber data primer dari penelitian ini adalah UU No 27 Tahun 2022 Tentang
Perlindungan Data Pribadi dan sumber data sekunder adalah buku, tulisan ilmiah,
jurnal dan artikel yang terkait. Serta menggunakan teknik analisis dengan deskriptif
analisis.

Hasil dari penelitian ini adalah 1) Ketiadaan lembaga otoritas perlindungan
data pribadi menyebabkan kekosongan dalam pengawasan terhadap pengendali
data dan prosesor data pribadi, sehingga memperburuk efektivitas dalam
pelaksanaan UU PDP, karena tidak ada pihak yang memiliki kewenangan untuk
secara aktif mengawasi, menegur, atau memberikan sanksi kepada pengendali data
yang melanggar ketentuan yang ada. 2) Berdasarkan hukum positif pembentukan
sangatlah pentimg karena tidak hanya amanat dari UU PDP , melainkan juga tidak
adanya yang menjalankan fungsi dan pengawasan. Berdasarkan Fiqih Siyasah
Pembentukan lembaga otoritas PDP ini memiliki tujuannya bukan hanya
menyelamatkan eksistensi hidup manusia secara langsung, tetapi memberikan
kemudahan, perlindungan, dan kenyamanan hukum, khususnya dalam menghadapi
era digital dan Ketiadaan lembaga tersebut tidak langsung menyebabkan kerusakan
total, tetapi mengakibatkan kerentanan dan kesulitan besar, seperti ketidakjelasan
mekanisme penyelesaian sengketa data, penyalahgunaan identitas, serta hilangnya
rasa aman warga negara
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This research is motivated by the prevalence of personal data breaches even
after the enactment of Law No. 27 of 2022 on Personal Data Protection. Many
incidents of data breaches indicate that the implementation of the Personal Data
Protection Law (PDP Law) has not been effective. One of the factors is the absence
of an institution as mandated in Articles 58-61 of the PDP Law.

The research questions in this study are: 1) What is the urgency of establishing
an authority for the protection of personal data of the Indonesian people in
preventing national data breaches? 2) What is the urgency of establishing an
authority for the protection of personal data of the Indonesian people in preventing
national data breaches from the perspective of positive law and figh siyasah?

The research method used in this study is normative research with a legal,
conceptual, and case study approach. The data collection technique used in this
study is document analysis. The primary data source for this study is Law No. 27
of 2022 on Personal Data Protection, while the secondary data sources are books,
scientific papers, journals, and articles related to the topic. The analysis technique
used is descriptive analysis.

The results of this study are: 1) The absence of a personal data protection
authority creates a vacuum in the supervision of data controllers and processors,
thereby undermining the effectiveness of the implementation of the Personal Data
Protection Law, as there is no entity with the authority to actively monitor,
reprimand, or impose sanctions on data controllers who violate existing regulations.
2) Based on positive law, the establishment of such an authority is crucial not only
because it is mandated by the PDP Law but also because there is no entity currently
fulfilling its functions and oversight. According to Fiqih Siyasah, the establishment
of a PDP authority serves not only to safeguard human existence directly but also
to provide legal ease, protection, and comfort, particularly in the digital age. The
absence of such an authority does not directly cause total collapse, but also leads to
significant vulnerabilities and difficulties, such as unclear mechanisms for
resolving data disputes, identity misuse, and the loss of citizens' sense of security.
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